
Sistem pemerintahan desa merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Negara 

Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan desa secara 

implisit melalui pasal-pasalnya, yakni pasal 18, pasal 18B, dan pasal 28I. Kedudukan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah berada dibawah pembinaan dan pengawasan Camat namun Pemerintahan 

Desa tetap memiliki hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya 

sehingga terdapat pengakuan terhadap keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 Dalam perkembangannya pengaturan desa pernah dalam undang-undang tersendiri 

yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, undang-undang 

tersebut tidak menjamin adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi 

dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu Undang-Undang Dasar tidak 

mengamanatkan pemebentukan undang-undang tersendiri tentang pemerintahan desa. 

Mengenai penyelenggaaran pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa memiliki otonomi desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

dijalankan melalui peraturan desa, dengan adanya peraturan desa maka demokratisasi 

desa dapat berjalan karena peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. 

Pembentukan BPD merupakan wujud dari demokratisasi desa selain pembentukan 

Lembaga Kemasyarakatan dan pemilihan Kepala Desa secara langsung. 

    Berdasarkan kesimpulan diatas, keberadaan pemerintahan desa tidak perlu diatur 

dalam suatu undang-undang tersendiri karena didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur dan dijabarkan melalui Peraturan 
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Pemerintah Nomo 72 tahun 2005 tantang Desa. Adanya pengaturan tersebut tidak 

mengurangi pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan desa yang beranekaragam dan 

kedudukan desa dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia serta penyelenggaraan 

pemerintahan desa juga telah mengarah pada proses demokrasi. 
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